
BUPATI BARITO SELATAI{

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERA?URAiiI BE'PA?I BARETC SELA?A}{

NOMOR . TAHUN 2A2?

TEI{TANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2AL9 TENTANG
PENDETEGASIAN PETIKAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGA1TIAIAN PADA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEI{GEMBAI'TGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

BUPATI BARITO SELATAN,

: a. bahwa berdasarkan surat Edaran Badan Kepegawaian

Negara Nomor 1, ISE lll2021 tentang Kervenangan

Pelaksana Harian Dan Pelaksanl_ Tusas Daiam Aspek

Kepegav=,aian tanggal 14 -Ianuari 2a2l pada poin 3 huruf b

angka 2 ya4g menyebutkan Pelaksana Harian dan

Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan

dan / atau tind,akan' y".rg bersifat strate gis y a:ng berdampak
pada perubahan status hukum pada aspek kepegan*'aian,

dan angka 3 yang menyebutkan Pelaksana Harian dan

Pelaksana Tugas tidak,berw,enang mengambil keputusan

danlatau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi
pengangk atar., pemindahan, dan pemberhentian pegau'ai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun

2}tg tentang Pendelegasian Petikan Keputusan Di Bidang

Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Barito
Selatan;

i. undang-Llndang Ncrncr 27 TakIu-n 1959 tentang Penetapan

undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Ind"onesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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Lrndang-Unda.:rg Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pela1'anan

pubiik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor lLZ, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Nomor 5038);

undang-undang Nomor 5 Tahun 2a14 tentang Aparatur

sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a);

Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun ZOL+ tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bahan Lembaran

Negara Repub[k trndonesia Nomor 5679\;

Undang-UndangNomor30Tahun2o|4tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 
_2O-L4 

Nomor 292, Tatrtbahag

l,embaran l{egara: Republik Indonesia Nomor 560 1};

':
Peratnran Pemerintah Nornor 

11 ..t"}"n .2A17 
tentang

Manajemen Pe$awai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik iadonesia Tahun zafi No*ror 5-?, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femeri.ntah

Nornor 17 Tahun 2a2o tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Afl tentang Manajemen
pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2o2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a771;

7 " Peraturan F.{enteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2o11

tentang standar operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7Aa|;
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Feraturan}4enteriDalarnNegeriNornor80Tahun2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Uegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

setlagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2OL8 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

FeraturanDaerahKabupat'enBaritoseiatanNom+r3
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan

PerangkatDaerahKabupatenBaritoSelatan{Lernbaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun ZArc Nomor 3'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2i;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Tahun 2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{LembaranDaerahKabupatenBaritoselat.anTahun2a2a
No*o, T,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Non'ror 7);

10.

11.

Menetapkan

Pasal I

Ketentuan pasal 3 ayat (3) dalam peraturan Bupati Barito selatan Nomor 9 Tahun

zAW tentang Pendelegasian Petikan Keputusan Di Bidang Kepegawaian Pada

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito

selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10)' diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

{1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Petikan Keputusan di

Bidang fepega*aian kepada Kepala BKPSDM yang meliputi :

a.PetikanKeputusanBupatitentangPemberianljinBelajar;
b. Petikan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberian ljin Belajar;

c.PetikanKepr"rtusanBupatitentangPengakuanGelar;
d. Petikan Keputusan Bupati tentang Keterangan Kelulusan;

e. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Fungstonal;

MEMUTUSKAN :

,TBAHAN ATAS: PERATURAN BUPATI TENTANG PERI

PERATuRANgupettI[oMoRgTAHUNzo1-gTENTAI{G
iiNoer,EGAsIAIt, PETrI(AN KEPUIy:1I Dr BTDANG

i<epEcaweieT PADA BADAN KEPEGAUIAIAN DAI{

;;#il{iEUCET SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATET{

BARITO SEtATAN.
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f. Petikan Keputusan Bupati tentang Pembebasan sementara Dalam Jabatan

Fungsional;dan
g.PetikanKeputusanBupatitentangPemberhentianDalamJabatan

Fungsional

Berdasarkanpendelegasiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala
BKpSDM memproses pelayanan kministrasi, menandatangani dokumen'

menerbitkandaafat.aumenetapkandokumendibidangkepegawaiansesuai
ketentuan Peraturan Perundang- undangan'

Dalam hal kepala BKPsDM belum definitif atau berhalangan sementara dan

dijabatolehPlt.KepalaBKPSDMatauPlh.KepalaBKPSDM,
penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan'

Pasal II i

' "t'' '_

peraturan Bupati inl mutai uelr pada tanggal diundarlgkan

rrs mensetahuinva, *"T"i:T*"". Y:isTjlnsan 
Peraturan

Bupati ini dengan penemp{4*ny*a;*#*aar" Da€rah Kabupaten Barito selatan'

DitetaPkan di Buntok
p*du. tanggal :1 f,r::''-r:n:1i' 2022

Diundangkan di Buntok
pada tanggal ';,1 ;t:.'::r=i 2A22

SETDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A22 NOMOR :


